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 Abstract : Marine conservation is an important strategy 
for maintaining the sustainability of coastal ecosystems 
and biodiversity. However, its implementation in 
indigenous communities often creates challenges in 
balancing environmental protection, small-scale fishers’ 
economic sustainability, and the recognition of customary 
rights. This study aims to analyse the impacts of marine 
conservation area designation on indigenous communities 
and small-scale fishers in Damer Island, Southwest 
Maluku Regency. The study employed a qualitative 
approach using political ecology and environmental 
justice perspectives through literature review, policy 
document analysis, and examination of the social, 
economic, and customary institutional conditions of the 
Damer Island community. The findings indicate that 
community resistance is not directed towards 
environmental conservation efforts but rather towards the 
designation process, which is perceived as insufficiently 
participatory and unable to fully accommodate customary 
marine ownership (petuanan laut), sasi practices, and 
Kalwedo customary law. Restrictions on fishing access 
may also increase small-scale fishers’ economic 
vulnerability. Successful marine conservation requires 
recognition of customary rights, meaningful community 
participation, and integration of local knowledge into 
conservation governance. 
 
Keywords : Customary Justice, Indigenous Communities, 
Marine Conservation, Small-Scale Fishers 
 
Abstrak : Konservasi laut merupakan strategi penting 
dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan 
keanekaragaman hayati. Namun, implementasinya di 
wilayah masyarakat adat sering menghadirkan tantangan 
terkait keseimbangan antara perlindungan lingkungan, 
keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, dan pengakuan hak 
adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak 
penetapan kawasan konservasi laut di Pulau Damer, 
Kabupaten Maluku Barat Daya, terhadap kehidupan 
masyarakat adat dan nelayan kecil yang bergantung pada 
sumber daya laut. Penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan perspektif ekologi politik dan keadilan 
lingkungan melalui studi literatur, analisis dokumen 
kebijakan, serta kajian sosial, ekonomi, dan kelembagaan 
adat masyarakat Pulau Damer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penolakan masyarakat tidak 
berkaitan dengan konservasi lingkungan, tetapi dengan 
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proses penetapan kawasan yang dinilai kurang 
partisipatif dan belum mengakomodasi hak petuanan 
laut, praktik sasi, serta hukum adat Kalwedo. Pembatasan 
akses wilayah tangkap juga berpotensi meningkatkan 
kerentanan ekonomi nelayan kecil. Keberhasilan 
konservasi memerlukan pengakuan hak adat, partisipasi 
masyarakat, dan integrasi pengetahuan lokal. 
 
Kata Kunci : Keadilan Adat, Konservasi Laut, Masyarakat 
Adat, Nelayan Kecil 

 

PENDAHULUAN 
Konservasi laut dalam beberapa dekade terakhir semakin diposisikan sebagai salah satu 

instrumen utama untuk merespons krisis ekologis global yang ditandai oleh penurunan stok ikan, 
degradasi ekosistem pesisir, kerusakan terumbu karang, hilangnya keanekaragaman hayati, serta 
meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim (Dai et al., 2021; Elentably et al., 2022; Samonte et 
al., 2014). Dalam berbagai kebijakan lingkungan kontemporer, kawasan konservasi perairan 
dipromosikan sebagai mekanisme perlindungan yang mampu menjaga keberlanjutan ekosistem 
laut melalui pengaturan pemanfaatan ruang, sistem zonasi, serta pembatasan aktivitas yang 
dianggap mengancam kelestarian lingkungan (Kriegl et al., 2021; Shivlani & Suman, 2023). Pada 
tingkat normatif, pendekatan ini tampak sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 
karena menempatkan perlindungan sumber daya alam sebagai prasyarat bagi keberlangsungan 
kehidupan generasi mendatang. Tidak mengherankan jika perluasan kawasan konservasi laut 
menjadi salah satu agenda utama yang didorong oleh berbagai organisasi internasional maupun 
pemerintah nasional dalam beberapa tahun terakhir. 

Namun demikian, konservasi laut tidak pernah berlangsung di ruang yang kosong secara 
sosial. Di banyak wilayah pesisir dan kepulauan, laut bukan hanya habitat biologis yang perlu 
dilindungi, melainkan juga ruang hidup yang mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya, sejarah, 
dan spiritual bagi masyarakat yang telah lama berinteraksi dengannya. Bagi masyarakat adat dan 
komunitas pulau kecil, laut merupakan bagian integral dari identitas kolektif yang tidak dapat 
dipisahkan dari sejarah asal-usul, sistem pengetahuan lokal, serta keberlanjutan kehidupan sehari-
hari (Kohler & Brondizio, 2017; Rodríguez-Izquierdo et al., 2010). Oleh karena itu, ketika 
kebijakan konservasi diterjemahkan ke dalam bentuk pembatasan akses, penetapan zona inti, atau 
pengaturan aktivitas pemanfaatan sumber daya, muncul pertanyaan mendasar mengenai 
bagaimana perlindungan lingkungan dapat dijalankan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat 
yang selama ini hidup dan bergantung pada ruang laut tersebut. 

Persoalan ini semakin nyata dalam berbagai praktik konservasi di negara-negara 
berkembang, terutama di wilayah yang masih memiliki sistem penguasaan sumber daya berbasis 
adat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun konservasi bertujuan melindungi 
lingkungan, implementasinya sering kali memunculkan ketegangan antara kepentingan ekologis 
dan kepentingan sosial masyarakat lokal (Adams & Hutton, 2007; Massé, 2016). Dalam banyak 
kasus, konservasi tidak hanya berfungsi sebagai proyek lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme 
yang menentukan siapa yang memiliki hak mengakses ruang, siapa yang berwenang mengelola 
sumber daya, dan pengetahuan siapa yang dianggap sah dalam proses pengambilan keputusan 
(Clay, 2016; Schmidt, 2020). Dengan demikian, konservasi pada dasarnya juga merupakan arena 
politik yang melibatkan negosiasi kekuasaan, legitimasi, dan pengakuan terhadap berbagai aktor 
yang berkepentingan atas ruang yang sama. 

Indonesia menyediakan konteks yang sangat relevan untuk memahami dinamika tersebut. 
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut yang 
luar biasa sekaligus menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya 
pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperluas kawasan konservasi laut 
sebagai bagian dari strategi nasional perlindungan lingkungan dan pembangunan kelautan 
berkelanjutan (Rahmawati & Irawan, 2019). Di sisi lain, banyak wilayah pesisir Indonesia masih 
dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki sistem tata kelola sumber daya laut yang telah 
berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern. Di Maluku, misalnya, praktik sasi telah 
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lama dikenal sebagai mekanisme lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya melalui 
pembatasan waktu, jenis sumber daya, dan tata cara pengelolaan tertentu yang bertujuan menjaga 
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam (Patittingi, 2020). Keberadaan 
sistem semacam ini menunjukkan bahwa konservasi bukanlah konsep yang sepenuhnya baru bagi 
masyarakat lokal, meskipun bentuk dan dasar legitimasi yang digunakan sering kali berbeda 
dengan pendekatan konservasi negara. 

Dalam konteks tersebut, Pulau Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi salah satu 
wilayah yang menarik untuk dikaji. Pulau ini tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya laut 
yang tinggi, tetapi juga memiliki sistem sosial dan adat yang masih terpelihara kuat. Laut bagi 
masyarakat Damer tidak sekadar dipahami sebagai ruang ekonomi yang menyediakan sumber 
penghidupan, melainkan juga sebagai bagian dari kosmos adat yang menghubungkan manusia 
dengan leluhur, sejarah, dan identitas kolektif mereka. Wilayah laut dikenali melalui sistem 
petuanan, jalur pemanfaatan tradisional, situs-situs adat, serta berbagai praktik sosial yang 
diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif masyarakat setempat, laut bukanlah ruang 
kosong yang dapat dibagi semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif atau ekologis, 
melainkan ruang hidup yang mengandung makna sosial dan kultural yang mendalam. 

Kompleksitas tersebut semakin mengemuka setelah pemerintah menetapkan kawasan 
konservasi laut di perairan Damer melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 
Tahun 2022. Kebijakan tersebut mencakup wilayah konservasi seluas sekitar 297.143 hektare 
yang terdiri atas zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Dari sudut pandang ekologis, kebijakan 
ini memiliki dasar yang kuat karena kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi berbagai 
spesies dan ekosistem laut yang bernilai konservasi tinggi, termasuk terumbu karang, padang 
lamun, penyu hijau, hiu martil, dan mamalia laut (Carlson et al., 2022; Mason et al., 2020; 
Richmond et al., 2007). Akan tetapi, dari perspektif masyarakat lokal, penetapan kawasan 
konservasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Kebijakan tersebut juga 
menyentuh persoalan akses terhadap wilayah tangkap, hak pengelolaan adat, keberlanjutan 
ekonomi rumah tangga nelayan, serta posisi masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya laut. 

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat sebagian besar 
masyarakat Pulau Damer masih sangat bergantung pada sektor perikanan skala kecil. 
Ketergantungan tersebut berlangsung dalam situasi di mana alternatif ekonomi di luar sektor 
kelautan relatif terbatas. Ketersediaan lembaga keuangan formal, infrastruktur perdagangan, dan 
akses pasar yang masih terbatas menyebabkan laut tetap menjadi sumber utama penghidupan 
masyarakat. Dalam situasi seperti ini, setiap perubahan terhadap akses pemanfaatan ruang laut 
berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga, ketahanan pangan, 
biaya pendidikan, dan stabilitas sosial masyarakat (Hoagland et al., 2015; Talukdar et al., 2022). 
Meskipun manfaat ekologis konservasi sering diproyeksikan akan dirasakan dalam jangka panjang, 
biaya adaptasi justru harus ditanggung masyarakat dalam waktu yang relatif cepat. 

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kawasan konservasi laut dapat 
memberikan manfaat ekologis yang signifikan melalui peningkatan biomassa ikan, perlindungan 
habitat penting, serta pemulihan ekosistem yang mengalami tekanan (Granek & Brown, 2005; Rees 
et al., 2020). Penelitian lainnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam 
pengelolaan kawasan konservasi agar tujuan perlindungan lingkungan dapat dicapai secara lebih 
efektif dan berkelanjutan (Chirenje et al., 2013; Rodríguez-Izquierdo et al., 2010). Sementara itu, 
kajian mengenai keadilan lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya 
ditentukan oleh capaian ekologis, tetapi juga oleh sejauh mana manfaat dan beban konservasi 
didistribusikan secara adil kepada kelompok-kelompok yang terdampak (Levin et al., 2018; 
Richmond & Kotowicz, 2015). 

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung memusatkan 
perhatian pada efektivitas konservasi, partisipasi masyarakat, atau pengelolaan sumber daya secara 
umum. Relatif sedikit penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana kebijakan konservasi 
laut berinteraksi dengan sistem petuanan adat, praktik sasi, serta struktur sosial-ekonomi 
masyarakat pulau kecil yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Lebih terbatas lagi adalah 
penelitian yang menghubungkan konservasi dengan dimensi keadilan adat, terutama dalam 
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menjelaskan bagaimana hak-hak historis masyarakat, sistem penguasaan ruang laut berbasis adat, 
dan pengetahuan lokal memperoleh pengakuan dalam tata kelola konservasi modern. Akibatnya, 
hubungan antara perlindungan ekologi, keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, dan legitimasi 
kelembagaan adat masih belum dipahami sebagai satu kesatuan sistem sosial-ekologis yang saling 
memengaruhi. 

Kesenjangan tersebut menjadi penting dalam konteks Pulau Damer, di mana muncul 
resistensi masyarakat terhadap rencana penetapan kawasan konservasi laut. Namun, resistensi 
tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap upaya pelestarian lingkungan. 
Masyarakat adat dan nelayan kecil pada dasarnya memiliki tradisi pengelolaan sumber daya laut 
yang telah berlangsung secara turun-temurun melalui sistem petuanan laut, praktik sasi, dan 
hukum adat Kalwedo yang berfungsi menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus mengatur 
pemanfaatan sumber daya secara kolektif. Penolakan yang muncul lebih merupakan respons 
terhadap proses penetapan kawasan konservasi yang dipersepsikan berlangsung secara kurang 
partisipatif, terutama karena pemetaan batas kawasan dilakukan tanpa mengakomodasi secara 
memadai wilayah tangkap (fishing ground) yang selama ini menjadi ruang produksi harian 
nelayan. Kondisi tersebut berpotensi memangkas akses masyarakat terhadap area penangkapan 
ikan yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap 
keberlanjutan mata pencaharian, melemahkan rasa keadilan, dan memunculkan konflik antara 
rezim konservasi formal dengan sistem penguasaan ruang laut berbasis adat. 

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini menganalisis dilema konservasi laut di Pulau 
Damer dengan menempatkan perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, dan 
keadilan adat sebagai tiga dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Artikel ini 
berargumen bahwa tantangan utama konservasi di Pulau Damer bukan terletak pada rendahnya 
komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, melainkan pada ketidaksesuaian antara 
desain tata kelola konservasi dengan realitas sosial-ekologis masyarakat adat. Oleh karena itu, 
penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat adat memaknai kebijakan konservasi, 
bagaimana perubahan tata kelola ruang laut memengaruhi akses terhadap wilayah tangkap 
tradisional dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan, serta bagaimana pengakuan 
terhadap hak-hak adat, sistem petuanan laut, dan pengetahuan lokal dapat menjadi landasan bagi 
model konservasi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini 
memandang konservasi bukan semata-mata sebagai agenda perlindungan ekologi, tetapi juga 
sebagai arena negosiasi hak, ruang, dan keadilan yang menentukan masa depan hubungan antara 
negara, masyarakat adat, dan ekosistem laut di wilayah kepulauan kecil. 

 
METODE PENELITIAN  

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi kebijakan (policy 
study) dan analisis sosial-ekologis. Pendekatan ini dipilih karena persoalan konservasi laut di Pulau 
Damer tidak dapat dijelaskan hanya melalui data ekologis ataupun indikator ekonomi semata. 
Kebijakan konservasi pada dasarnya merupakan arena yang mempertemukan kepentingan negara, 
masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan sehingga analisis juga perlu mempertimbangkan 
aspek makna ruang, hak ulayat laut, legitimasi kebijakan, relasi kuasa, serta pengalaman 
masyarakat dalam menghadapi perubahan akses terhadap wilayah tangkap tradisional. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer terbatas. Data 
sekunder meliputi berbagai dokumen yang dianalisis secara kritis, antara lain regulasi mengenai 
kawasan konservasi perairan, dokumen perencanaan dan zonasi konservasi, naskah akademik 
yang menjadi dasar penyusunan kebijakan, laporan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, artikel 
ilmiah, serta berbagai dokumen yang memuat sistem pengelolaan laut berbasis adat di Maluku, 
termasuk praktik sasi, petuanan laut, dan hukum adat Kalwedo. Selain itu, penelitian ini juga 
menganalisis dokumen yang merepresentasikan respons masyarakat terhadap kebijakan 
konservasi, seperti pernyataan sikap, berita acara musyawarah adat, pemberitaan media yang 
terdokumentasi, serta berbagai informasi publik yang menggambarkan bentuk keberatan 
masyarakat terhadap penetapan kawasan konservasi di Pulau Damer. Sementara itu, data primer 
terbatas diperoleh dari informasi lapangan yang telah terdokumentasi melalui hasil observasi, 
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catatan lapangan, maupun informasi empiris mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir 
yang digunakan untuk memperkuat pembacaan terhadap dokumen kebijakan. 

Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan 
membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen kebijakan, dokumen masyarakat adat, 
publikasi ilmiah, serta data empiris mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Damer. 
Triangulasi dilakukan bukan untuk mencari keseragaman informasi, melainkan untuk 
mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan narasi mengenai konservasi, hak adat, dan akses 
masyarakat terhadap wilayah tangkap tradisional. Melalui proses tersebut, setiap temuan 
ditafsirkan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang 
melatarbelakangi munculnya kebijakan maupun respons masyarakat. Data dianalisis 
menggunakan analisis tematik melalui enam fokus utama, yaitu: (1) kedudukan laut dalam 
kosmologi masyarakat adat Damer, (2) struktur petuanan laut dan hukum adat, (3) kondisi sosial-
ekonomi masyarakat pulau kecil, (4) potensi dampak kebijakan konservasi terhadap akses dan 
keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, (5) bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap penetapan 
kawasan konservasi, dan (6) peluang pengembangan model tata kelola konservasi berbasis 
masyarakat adat. Seluruh tema dianalisis secara interpretatif dengan menghubungkan temuan 
empiris terhadap perspektif politik ekologi, keadilan lingkungan (environmental justice), serta 
pengakuan hak masyarakat adat (recognition justice). 

Pendekatan ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan membangun 
pemahaman kritis mengenai bagaimana kebijakan konservasi bekerja dalam konteks masyarakat 
adat pulau kecil. Oleh karena itu, kualitas penelitian tidak diukur melalui representativitas statistik, 
tetapi melalui kredibilitas triangulasi sumber, konsistensi argumentasi, keterkaitan antara bukti 
empiris dan kerangka teoretis, serta kemampuan analisis dalam menjelaskan implikasi sosial-
ekologis dari kebijakan konservasi terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi nelayan kecil, dan 
keadilan adat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pulau Damer dan Kosmos Laut Adat 

Pulau Damer merupakan kawasan kepulauan kecil yang memiliki hubungan erat antara 
manusia, laut, dan darat. Masyarakat adat Damer tidak memandang laut sebagai batas yang 
memisahkan pulau-pulau, melainkan sebagai ruang yang menghubungkan kehidupan. Laut 
mempertemukan desa, marga, petuanan, jalur migrasi, situs leluhur, dan ruang produksi 
masyarakat. Dalam konteks ini, laut bukan sekadar lingkungan fisik, tetapi bagian dari dunia sosial 
dan spiritual (Watloly, 2023). Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa laut Damer memiliki 
dimensi ontologis. Ia menjadi ruang asal-usul, ruang ingatan, dan ruang pewarisan identitas. 
Setiap tanjung, batu karang, meti, dan pulau kecil dapat memiliki makna tertentu dalam sejarah 
masyarakat (Watloly, 2024b). Karena itu, pembatasan akses terhadap laut tidak selalu dapat 
diterjemahkan sebagai pembatasan ekonomi semata. Dalam kondisi tertentu, pembatasan tersebut 
dapat dirasakan sebagai gangguan terhadap hubungan masyarakat dengan leluhur, adat, dan 
identitas kolektifnya. 

Namun demikian, cara pandang seperti ini sering kurang terlihat dalam kebijakan konservasi 
yang berbasis peta dan zona. Peta konservasi cenderung menampilkan ruang laut sebagai area yang 
dapat diklasifikasi berdasarkan fungsi ekologis (Arts et al., 2012; Bleich, 2016; Bugalho et al., 2026; 
Keskitalo & Andersson, 2025; Risser, 2023). Sementara itu, bagi masyarakat adat, ruang yang sama 
mungkin merupakan wilayah petuanan, lokasi ritual, jalur melaut, atau ruang yang memiliki nilai 
sejarah (Baresi & Russo, 2026; Karlsson & Dale, 2019; Lenzi & de Almeida Lopes, 2025; Narayan et 
al., 2023). Perbedaan ini menimbulkan persoalan serius: kebijakan yang tampak rapi di atas peta 
belum tentu selaras dengan kenyataan sosial di lapangan. 
Konservasi dan Masalah Partisipasi 

Secara normatif, konservasi laut memiliki tujuan yang sulit ditolak. Perlindungan habitat, 
pengendalian praktik penangkapan destruktif, serta penjagaan spesies laut penting merupakan 
agenda yang relevan bagi wilayah kepulauan (Crosti et al., 2020; Granek & Brown, 2005; Imoobe 
et al., 2024; Mu et al., 2013; Rees et al., 2020). Meskipun demikian, tujuan yang baik belum tentu 
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menghasilkan proses yang adil. Dalam kasus Pulau Damer, keberatan masyarakat terutama muncul 
karena konservasi dipandang tidak cukup menempatkan masyarakat adat sebagai subjek 
pengambil keputusan. Partisipasi dalam kebijakan konservasi tidak dapat dibatasi pada kehadiran 
masyarakat dalam forum sosialisasi (Halim et al., 2011; Nam & Thanh, 2024). Partisipasi yang 
bermakna menuntut keterlibatan sejak tahap perencanaan, pemetaan wilayah, identifikasi pihak 
terdampak, penilaian dampak sosial-ekonomi, hingga perumusan mekanisme pengelolaan (Halim 
et al., 2011; Nam & Thanh, 2024; Sawir et al., 2024; Wang & Que, 2025). Apabila masyarakat 
hanya diminta menerima keputusan setelah batas kawasan ditetapkan, maka partisipasi berubah 
menjadi prosedur formal yang belum tentu memiliki substansi demokratis. 

Dalam konteks masyarakat adat, kelemahan partisipasi memiliki akibat lebih jauh. Ia bukan 
hanya menimbulkan ketidakpuasan administratif, tetapi juga dapat dianggap sebagai pengabaian 
terhadap kedaulatan adat. Masyarakat yang memiliki sistem petuanan laut, sasi, dan struktur adat 
dapat merasa bahwa kewenangan mereka atas ruang hidupnya digantikan oleh otoritas eksternal 
(Watloly, 2024a). Apabila situasi ini terus berlangsung, konservasi berpotensi kehilangan 
legitimasi, sekalipun memiliki dasar hukum formal. 
Ekonomi Nelayan Kecil dan Beban Adaptasi 

Dampak konservasi terhadap nelayan kecil perlu dipahami dalam konteks ekonomi lokal 
Pulau Damer yang terbatas. Tidak adanya bank umum, koperasi aktif, dan sarana perdagangan 
formal menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki sistem penyangga ekonomi yang kuat. 
Dalam keadaan seperti ini, perubahan akses terhadap lokasi tangkap dapat menciptakan tekanan 
langsung terhadap rumah tangga nelayan. Meskipun zona konservasi dapat dirancang untuk 
melindungi stok ikan dalam jangka panjang, manfaat tersebut bergantung pada banyak syarat: 
efektivitas pengawasan, kesesuaian zonasi dengan ekologi lokal, keterlibatan masyarakat, serta 
adanya skema transisi ekonomi. Tanpa syarat-syarat tersebut, konservasi belum tentu 
meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bahkan, dalam jangka pendek, nelayan dapat menghadapi 
kenaikan biaya bahan bakar, waktu tempuh yang lebih panjang, risiko keselamatan yang lebih 
besar, dan ketidakpastian hasil tangkap. 

Situasi ini menjadi lebih berat karena alternatif ekonomi di darat belum stabil. Produksi sayur, 
buah semusim, dan buah tahunan menunjukkan fluktuasi. Pariwisata bahari juga belum dapat 
dijadikan pengganti langsung bagi pendapatan perikanan karena infrastruktur akomodasi masih 
sangat terbatas. Oleh karena itu, menyebut pariwisata atau diversifikasi ekonomi sebagai 
kompensasi konservasi perlu dilakukan secara hati-hati. Tanpa investasi kelembagaan, akses pasar, 
pelatihan, dan perlindungan sosial, alternatif ekonomi tersebut berisiko menjadi janji kebijakan 
yang tidak segera menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masalah utama bukan 
semata-mata adanya kawasan konservasi, tetapi ketidakseimbangan antara biaya adaptasi yang 
segera ditanggung masyarakat dan manfaat ekologis-ekonomi yang belum pasti waktu serta 
distribusinya. Bila ketidakseimbangan ini tidak diatasi, konservasi dapat memperdalam kerentanan 
nelayan kecil. 
Sasi, Kalwedo, dan Pengetahuan Lokal sebagai Basis Konservasi 

Masyarakat adat Pulau Damer tidak hidup tanpa aturan ekologis. Melalui sasi adat, sasi 
gereja, hukum Kalwedo, dan sistem petuanan, masyarakat memiliki mekanisme lokal untuk 
mengatur hubungan manusia dengan laut dan darat. Sistem tersebut memang berbeda dari 
regulasi negara modern, tetapi perbedaan bentuk tidak berarti ketiadaan fungsi konservasi.  Sasi, 
misalnya, dapat membatasi pemanfaatan sumber daya tertentu pada waktu tertentu agar alam 
memiliki kesempatan pulih. Petuanan memberi batas sosial atas pemanfaatan wilayah. Hukum 
Kalwedo menempatkan laut dan darat dalam relasi damai, aman, dan sejahtera. Dalam perspektif 
ini, konservasi bukan sesuatu yang sepenuhnya asing bagi masyarakat Damer. Yang dipersoalkan 
adalah bentuk konservasi yang datang dari luar tanpa cukup menghargai mekanisme lokal yang 
telah hidup. 

Namun demikian, sistem adat juga tidak boleh diperlakukan secara romantis tanpa evaluasi. 
Dalam menghadapi tekanan ekologis kontemporer seperti alat tangkap destruktif dari luar, sampah 
plastik, ghost net, perubahan iklim, dan mobilitas pasar, sistem adat memerlukan penguatan. 
Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pengetahuan lokal dan ilmu 
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pengetahuan modern. Negara dapat menyediakan dukungan hukum, data ekologis, pengawasan 
terhadap aktor perusak, serta fasilitas kelembagaan. Masyarakat adat menyediakan legitimasi 
sosial, pengetahuan ruang, norma lokal, dan mekanisme kepatuhan. Model seperti ini lebih 
menjanjikan dibandingkan konservasi yang sepenuhnya administratif. Konservasi berbasis adat 
tidak menempatkan masyarakat sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra utama. Dalam konteks 
Pulau Damer, pendekatan ini lebih sesuai karena laut telah lama menjadi bagian dari struktur 
hidup masyarakat, bukan ruang liar yang menunggu diselamatkan oleh negara. 
Penolakan Masyarakat sebagai Kritik terhadap Model Kebijakan 

Penolakan masyarakat adat Pulau Damer terhadap konservasi tidak dapat disederhanakan 
sebagai sikap anti-lingkungan. Penyederhanaan seperti itu justru menutup ruang untuk 
memahami substansi keberatan masyarakat. Masyarakat menolak bukan karena laut tidak perlu 
dijaga, tetapi karena cara menjaga laut dinilai berpotensi membatasi, mengambil alih, atau 
melemahkan hubungan mereka dengan laut adat. Meskipun pemerintah dapat menggunakan 
argumen perlindungan ekologis, argumen tersebut belum tentu cukup untuk memperoleh 
legitimasi sosial. Legitimasi bergantung pada apakah masyarakat merasa diakui, didengarkan, dan 
dilibatkan secara bermakna. Ketika masyarakat adat merasa bahwa wilayah petuanannya 
ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa pengakuan penuh terhadap struktur adat, maka 
kebijakan tersebut dipandang bukan sebagai perlindungan, melainkan sebagai pembatasan (Barnes 
et al., 2023; Nchanji et al., 2023; Perwitasari et al., 2025). 

Penolakan masyarakat juga menunjukkan adanya kesadaran politik ekologis. Masyarakat 
memahami bahwa laut adalah sumber kehidupan, tetapi mereka juga menyadari bahwa bahasa 
konservasi dapat digunakan untuk mengubah relasi kuasa atas ruang. Dalam situasi seperti ini, 
resistensi masyarakat menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan yang tidak cukup sensitif terhadap 
hak adat dan ekonomi lokal. Dengan demikian, penolakan masyarakat seharusnya dipahami 
sebagai masukan serius bagi perbaikan tata kelola, bukan sebagai hambatan pembangunan. Jika 
pemerintah mengabaikan penolakan tersebut, maka konservasi berisiko berjalan secara koersif dan 
tidak efektif. Namun, jika penolakan dipahami sebagai tuntutan keadilan, maka terbuka peluang 
untuk merancang model konservasi yang lebih legitimate, partisipatif, dan berkelanjutan. 
Menjaga Laut atau Mengusir Penjaganya? 

Pertanyaan “menjaga laut atau mengusir penjaganya?” mencerminkan paradoks kebijakan 
konservasi di Pulau Damer. Di satu sisi, laut memang perlu dilindungi dari kerusakan ekologis. 
Praktik penangkapan destruktif, sampah plastik, ghost net, dan tekanan eksternal lainnya 
membutuhkan respons serius. Namun di sisi lain, perlindungan laut tidak seharusnya dilakukan 
dengan cara membatasi masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan hidup dengan laut. 
Konservasi yang baik bergantung pada kemampuan membedakan antara masyarakat penjaga laut 
dan aktor perusak laut. Jika kebijakan konservasi menyasar masyarakat adat dengan pembatasan 
akses, sementara ancaman dari pihak luar tidak dikendalikan secara efektif, maka konservasi dapat 
kehilangan arah keadilannya. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat lokal menanggung beban, 
sedangkan sumber kerusakan yang lebih besar belum tentu tersentuh secara memadai. Dilema ini 
memperlihatkan bahwa keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan sosial tidak boleh 
dipertentangkan. Laut tidak dapat dijaga dengan mengabaikan manusia yang kehidupannya 
menyatu dengan laut. Sebaliknya, masyarakat juga tidak dapat dibiarkan menghadapi tekanan 
ekologis tanpa dukungan regulasi dan ilmu pengetahuan. Titik temu keduanya adalah konservasi 
berbasis keadilan adat: negara mengakui masyarakat sebagai subjek, masyarakat memperkuat 
praktik perlindungan lokal, dan tata kelola laut dibangun melalui negosiasi yang setara. 
Implikasi Kebijakan 

Kasus Pulau Damer memberikan pelajaran penting bagi kebijakan konservasi laut di wilayah 
pulau kecil. Pertama, penetapan kawasan konservasi perlu didahului pemetaan partisipatif yang 
tidak hanya memetakan habitat ekologis, tetapi juga wilayah petuanan, lokasi tangkap, situs adat, 
jalur mobilitas, kawasan sasi, dan ruang sosial masyarakat. Tanpa pemetaan semacam ini, zonasi 
konservasi berisiko bertabrakan dengan ruang hidup masyarakat. Kedua, pemerintah perlu 
memastikan adanya persetujuan masyarakat yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara 
utuh. Persetujuan tidak boleh dipahami sebagai formalitas. Masyarakat harus mengetahui 
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konsekuensi hukum, batas zona, pembatasan aktivitas, manfaat yang mungkin muncul, risiko 
ekonomi, serta skema perlindungan yang disediakan. 

Ketiga, konservasi perlu memperkuat kelembagaan adat. Sasi adat, sasi gereja, hukum 
Kalwedo, dan petuanan laut seharusnya menjadi dasar tata kelola, bukan diposisikan sebagai 
praktik lokal yang berada di pinggir kebijakan. Pengakuan terhadap kelembagaan adat dapat 
meningkatkan kepatuhan sosial dan memperkuat efektivitas konservasi. Keempat, setiap 
pembatasan akses harus disertai analisis dampak sosial-ekonomi. Dalam konteks Pulau Damer, 
kebijakan tidak dapat mengandaikan bahwa nelayan akan mudah beralih ke pertanian atau 
pariwisata. Transisi ekonomi bergantung pada kesiapan infrastruktur, akses modal, pasar, 
pelatihan, kelembagaan, dan perlindungan sosial. Kelima, kebijakan perlindungan laut perlu 
diarahkan secara tegas pada aktor dan praktik yang merusak. Jika ancaman utama berasal dari 
penangkapan destruktif oleh pihak luar, sampah plastik, atau ghost net, maka pengawasan dan 
penegakan hukum seharusnya difokuskan pada sumber ancaman tersebut, bukan pada 
pembatasan umum terhadap masyarakat adat. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Konservasi laut di Pulau Damer menunjukkan bahwa perlindungan ekologis tidak dapat 
dipisahkan dari keadilan sosial dan pengakuan hak adat. Bagi masyarakat Damer, laut merupakan 
ruang hidup yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual sehingga kebijakan yang 
membatasi akses terhadap wilayah laut adat berpotensi memengaruhi keberlanjutan penghidupan 
sekaligus melemahkan legitimasi konservasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa resistensi 
masyarakat bukan merupakan penolakan terhadap konservasi, melainkan respons terhadap proses 
penetapan kawasan yang dinilai belum partisipatif dan belum mengakomodasi hak petuanan adat 
serta wilayah tangkap tradisional. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi tidak cukup ditentukan 
oleh perlindungan ekosistem, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan mampu mengintegrasikan 
hak masyarakat adat dan menjamin keberlanjutan ekonomi nelayan kecil. 

Penelitian ini merekomendasikan perubahan tata kelola kawasan konservasi dari pendekatan 
top-down menuju co-management yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan nelayan 
kecil sebagai mitra yang setara. Dalam model ini, penetapan batas zona inti dan zona pemanfaatan 
perlu disusun melalui musyawarah bersama dengan mengacu pada batas petuanan dan praktik 
sasi yang telah disepakati komunitas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat 
efektivitas konservasi sekaligus menjamin keadilan adat, keberlanjutan ekonomi masyarakat 
pesisir, dan legitimasi pengelolaan sumber daya laut di Pulau Damer. 
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